
BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMoR:188.45/ l406.o0l.312019

TENTANG

LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN

AGROWISATA PAKPUJO KECAMATAN PULE

Menimbang

Mengingat

b.

BUPATI TRENGGALEK,

bahwa setelah dilakukan penelitian, pengkajian, dan

pembahasan potensi serta peluang pengembangan kawasan

perdesaan, maka Kecamatan Pule layak menjadi salah satu

lokasi pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten

Trenggalek;

bahwa berdasarkan berita acara Penilaian Usulan Kawasan

Perdesaan Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek Nomor :

O5OlO21 l406.026l2Ol9 tanggal 04 Januari 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan

Bupati tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Perdesaan

Agrowisata Pakpuj o Kecamatan Pule;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
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Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa

Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s2341;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s49s);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 14 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5717);

9. Peraturan Presiden Nomor a7 Tahun 2Ol4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2Oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 1 Tahun

2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2079 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 3 Seri C);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2OO5-2O25

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010

Nomor 10 Seri E);
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun

2O 12 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Trenggalek Tahun 2Ol2-2O32 (Lembaran Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek

Nomor 14);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2O16-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Tahun 2016 Nomor 208, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 60) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Trenggalek Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun

2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Nomor 68);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun

2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017

Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Nomor 86);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun

2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Tahun 2018 Nomor 9).
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MEMUTUSKAN:

Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Pakpujo

Kecamatan Pule meliputi:

a. Desa Pakel;

b. Desa Pule; dan

c. Desa Jombok.

Desa Pule sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU

huruf b Keputusan Bupati ini ditetapkan sebagai Sentra

Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Pakpujo

Kecamatan Pule.

Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud

dalam DIKTUM KESATU didukung kawasan yang potensial

sebagai kawasan penyangga, meliputi desa-desa se-

Kecamatan Pule.

Segala biaya yang timbul dalam rangka penetapan lokasi

sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan

ini dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa

Timur;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Trenggalek;

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); dan

e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Menetapkan :

KESATU :
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Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggale

1 019

R ARIFIN

pada tanggal

'$vexrr BUPATT ria ell(,


